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 ABSTRAK 

 

Keny Tirta Wijaksana. 201610115208. Hubungan Pemerintah Pusat Dengan 

Pemerintah Daerah Pada Daerah Khusus Dalam Sistem Negara Kesatuan. 

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. Pertama, Apakah 

kewenangan memberikan persetujuan yang dilakukan Menteri Sekertaris Negara 

dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta?. Kedua, Apakah 

substansi kewenangan memberikan persetujuan sudah tepat digunakan dalam 

keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan 

Medan Merderka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta?. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode 

yuridis normatif digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran 

menyeluruh degan melihat fakta yang berhubungan dengan permasalahan 

sehingga dapat membuktikan permasalahan agar dapat mendapat suatu jawaban 

yang ilmiah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam kewenangan memberikan 

persetujuan oleh Menteri Sekertaris Negara kepada pemerintah DKI Jakarta 

berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tetang 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dalam pengelolaan kawasan medan 

merdeka di wilayah DKI Jakarta. Karena pada dasarnya tanggung jawab 

pengelolaan kawasan khusus medan merdeka berada pada pemerintah pusat bukan 

pada pemerintah daerah DKI Jakarta.  Kemudian, subtansi dari kewenangan 

memberikan persetujuan tersebut dinilai kurang tepat, Karena kewenangan 

memberikan persetujuan cenderung pada sentralisasi yang memperlihatkan segala 

urusan pemerintahan harus sepengetahuan oleh pusat padahal hubungan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta merupakan hubungan 

secara vertikal. 

Kata Kunci: Negara Kesatuan, Otonomi daerah, Kewenangan. 
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ABSTRACT 

 

Keny Tirta Wijaksana. 201610115208. The Central Government Authority With 

Local Governments On Special Areas In The  System Of  The Unitary State. 

In this study there are 2 (two) research problems. First, Can the authority to give 

approval made by the Secretary of the State Secretary be considered contrary to 

Article 30 paragraph (1) of Law Number 29 Year 2007 concerning the 

Government of DKI Jakarta Province?. Second, is the substance of the authority 

to approve appropriately used in Presidential Decree Number 25 of 1995 

concerning the Development of the Medan Merderka Region in the Special 

Capital Region of Jakarta?. 

The method used in this study is normative juridical. Normative juridical methods 

are used to find out and get a comprehensive picture by looking at facts related to 

the problem so that it can prove the problem in order to get a scientific answer. 

The results of this study indicate that in the authority to give approval by the 

Minister of State Secretary to the DKI Jakarta government contrary to the 

provisions of Law Number 29 Year 2007 regarding the Provincial Government of 

DKI Jakarta related to the management of the independent terrain area in the 

DKI Jakarta area. Because basically the responsibility for the management of the 

special independent terrain lies with the central government not the regional 

government of DKI Jakarta. Then, the substance of the authority to approve is 

deemed inappropriate, because the authority to approve tends to be centralized 

which shows that all government affairs must be knowledgeable by the center 

even though the relationship between the central government and the provincial 

government of DKI Jakarta is a vertical relationship. 

 

Keywords: Unitary State, Regional Autonomy, Authority. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatulllahi Wabarokatuh 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, serta 

shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti 

beliau hingga akhir zaman. Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar 

Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

Topik yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah topik yang membahas 

masalah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga 

penulisan ini menjadi tidak ada habisnya untuk diteliti dan menarik untuk selalu 

diperbincangkan karna bersinggungan dengan masalah hukum ketatanegaraan di 

Indonesia. Oleh sebab itu, penulis berkeingingan untuk melakukan penelitian 

hukum yang berjudul  HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH 

PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH KHUSUS 

DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN (Studi Kasus: Keputusan 

Presiden Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan 

Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Walaupun hasil 

penelitian skripsi ini bukan karya yang sempurna, tetapi penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat. 

Kemudian tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak 

yang telah berperan besar dalam memberikan bantuan dan solusi sampai 

penelitian skripsi ini selesai. Untuk itu penulis ingin memberikan rasa 

penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. 
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2. Irjen. Pol (purn) Drs. Bambang Karsono, S.H.,M.M., selaku Rektor 
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motivasi yang tidak ada batasnya untuk penulis sehingga pikiran dan 

wawasan penulis menjadi lebih terbuka berkat ilmu yang telah 

disampaikan oleh beliau dengan caranya yang tegas dan serius demi 

melihat anak didiknya nanti dapat berguna di masa yang akan datang.   
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MOTTO 

 

Barang siapa yang mencari ilmu dengan niat supaya pandai debat dengan ulama 

atau supaya dijagokan manusia atau supaya orang-orang menghadap padanya, 

maka Allah memasukkannya kedalam neraka 

Ilmu itu hidupnya Islam dan tiangnya iman, barang siapa yang mengajarkan ilmu 

maka Allah menyempurnakan pahala baginya, dan barang siapa yang belajar 

ilmu kemudian mengamalkan ilmunya maka Allah mengajarkan padanya ilmu 

yang belum diketahuinya 

Tiada kehidupan selain adanya kepentingan dan tidak ada kepentingan yang 

abadi kecuali untuk mengharap Ridho Allah Illahi Robbi 
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